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Di _

Sendawar.

Kami telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Barat.

Pelaksanaan Evaluasi berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan

oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

1. Dasar Evaluasi.

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c. Permenpan RB no 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian penyusunan
perjanjian kinerja

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



€. Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor Inspektorat Daerah-700/
124/ST/\V/2023 Tanggal 04 Mei 2023.

2. Tujuan Evaluasi.
a. Memperolen informasi tentang implementasi SAKIP.
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP SKPD;
c. Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja;
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP;

e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Latar Belakang.
Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk
mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan
berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas
implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Organisasi Perangkat
Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi

SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

4. Ruang Lingkup

Evaluasi AKIP internal (OPD) dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal dalam
hal ini Inspektorat kepada organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi
penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja
berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi
akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun

outcome serta kinerja lainnya pada Perangkat Daerah.

5. Metode dan Teknik evaluasi AKIP
Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari
metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi
kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan
tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang

ada.
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Teknik evaluasi yang dilakukan adalah

a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan
serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan
dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. Cheklist
kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi dengan mengajukan
pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi.
Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dijawab secara
langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung.

c) Penelaahan kualitas isi Dokumen
Evaluator melakukan penelaahan terhadap substansi dan kualitas isi
dokumen yang dituangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi.

d) Study Dokumentasi
Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak secara
langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit
kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti
peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun

elektronik/digital.

6. Pengisian LKE AKIP
Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.
100 dan predikat D, C, CC, B, BB, A, AA dengan rincian sebagai berikut :

TAA (Bobot nilai 100) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
' (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak
| menjadi percontohan Pemerintah Kabupaten
Kutai Barat.

" A (Bobot nilai 90) | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi

! | (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa

| dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

‘_BB (Bobot nilai 80) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi

(100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
|




' B (Bobot nilai 70)

Jika kualitas sebagian besar kriteria terpenuhi
(>75%-100%).

| CC (Bobot nilai 60)

|
|
i_
I

D (Bobot nilai 30)

C (Bobot nilai 50)

| Jika kualitas sebagian besar kriteria  telah
terpenuhi (>50%-75%).

Jika kualitas sebagian kecil kriteria terpenunhi
(>25%-50%).

Jika kriteria penilaian (>0%-25%).

' E (Bobot nilai 0)

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi tahun sebelumnya.

kKinerja.

Jika sama sekali

tidak ada upaya dalam
pemenuhan kriteria penialaian akuntabilitas

Terhadap Evaluasi tahun sebelumnya, terdapat rekomendasi

ditindak lanjuti sebagai berikut :

't

yang belum

Target kinerja yang diperjanjikan belum dijadikan dasar pemberian Reward

& Punishment.

SOP pengumpulan data belum memuat langkah-langkah perbaikan bila

terdapat kesalahan dalam pengumpulan data.

Pengukuran kinerja belum menggunakan Teknologi Informasi.

8. Nilai Hasil evaluasi

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar

64,31 ( Enam empat koma tiga puluh satu ) atau dengan predikat penilaian

B (Baik) sebagaimana tabel berikut :

' Komponen Bobot (%) :

| e Yang Dinilai Nilai 2022 | KET
| 1 Perencanaan Kinerja 30 22 46

| -

f Pengukuran Kinerja 30 24 10

| 3 Pelaporan Kineija 15 12.00

4 Evaluasi Akuntabilitas

| Kinerja Internal 25 5.75

| Nilai Akuntabilitas Kinerja 100 64.31
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Dengan Predikat B (Baik) Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik namun
masih periu adanya sedikit perbaikan pada organisasi perangkat daerah, serta
komitmen dalam manajemen kinerja.

Hasil evaluasi tahun 2022 “ tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi
tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot

komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.

. Uraian Hasil evaluasi

Uraian Hasil Evaluasi implementasi Sistem AKIP terhadap masing-masing
komponen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut :
1) Evaluasi Perencanaan Kinerja.
Perencanaan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30% memperoleh
nilai atau skor sebesar 22.46 dengan rincian sebagai berikut:
a) Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja , memperoleh nilai 5.00
dari nilai maksimal 6.00
b) Dokumen Perencanaan Kinerja Kriteria SMART, memperoleh nilai 7.46
dari nilai maksimal 9.00
c) Perencanaan Kinerja yang dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang
berkesinambungan, memperoleh nilai 10.00 dari nilai maksimal 15.00

2) Evaluasi Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30 % memperoleh

nilai atau skor sebesar 24.10 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pemanfaatan Pengukuran Kinerja , memperoleh nilai 3.60 dari nilai
maksimal 6.00

b) Pengukuran Kinerja yang menjadi kebutuhan dalam mewujudkan
Kinerja secara Efektif dan Efisien yang dilakukan secara berjenjang dan
berkelanjutan, memperoleh nilai 8.50 dari nilai maksimal 9.00
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c)

Pengukuran Kinerja yang dijadikan dasar pemberian Reward dan
Punishment, serta penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja yang

Efektif dan Efisien, memperoleh nilai 12.00 dari nilai maksimal 15.00

3) Evaluasi Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15% memperoleh nilai

atau skor sebesar 12.00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pemenuhan Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja,

memperoleh nilai 2.50 dari nilai maksimal 3.00

b) Dokumen Laporan Kinerja yang memenuhi Standar menggambarkan

Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan
Kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan, memperoleh nilai 3.50
dari nilai maksimal 4.50

Pelaporan Kinerja yang memberikan dampak yang besar dalam
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya,

memperoleh nilai 6.00 dari nilai maksimal 7.50

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Internal dengan bobot penilaian sebesar 25% memperoleh nilai

atau sebesar 5.75 dengan rincian sebagai berikut:

a)

b)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan, memperoleh
nilai 1.00 dari nilai maksimal 5.00

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan secara
berkualitas dengan Sumber daya yang memadai, memperoleh nilai
2,00 Dari nilai maksimal 7.50

Implementasi SAKIP yang meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak)
dalam efektifitas dan efisiensi kinerja, memperoleh nilai 2.75 dari nilai
maksimal 12.50



10.Rekomendasi
Terhadap kondisi di atas, kami merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat agar :

1. Melakukan perbaikan dan melengkapi kekurangan data terhadap

komponen Perencanaan Kinerja yang belum memperoleh nilai penuh

untuk sub komponen dengan uraian sebagai berikut :

a.
b.

C.

Sasaran dan Indikator Kinerja antara Renstra dan renja belum selaras.
Rencana Aksi yang dibuat belum menyajikan data dukung berupa
laporan monitoring kegiatan dan evaluasi terhadap rencana aksi yang
memuat langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan terhadap
aktivitas dan kegiatan yang belum terlaksana.

Agar pimpinan lebih terlibat dalam penyusunan rencana kerja dan
tindak lanjut dari hasil pengukuran kinerja yang dapat dibuktikan melalui
undangan, daftar hadir, dan notulen rapat yang berisi rekomendasi-
rekomendasi perbaikan dari pimpinan .

Dokumen Perencanaan Kinerja agar di upload ke website Pemda
maupun OPD yang dapat diakses oleh Publik sebagai bentuk

transparansi atas informasi yang layak di ketahui oleh publik.

2. Melakukan perbaikan dan melengkapi kekurangan data terhadap komponen

Pengukuran Kinerja yang belum memperoleh nilai penuh untuk sub

komponen dengan uraian sebagai berikut :

a.

Informasi kinerja cukup dapat diandalkan karena telah terdapat
pedoman/SOP Pengukuran Kinerja dan SOP mekanisme pengumpulan
data kinerja namun belum memuat mekanisme penghitungan
pengukuran kinerja dan langkah-langkah yang dilakukan bila terdapat
kesalahan terhadap pengumpulan data.

Agar hasil pengukuran kinerja menjadi dasar atas rolling/penempatan
pegawai antar bidang dan perbaikan aktivitas dalam pencapaian kinerja
yang dibuktikan dengan Nota dinas roling pegawai (bila terdapat roling
pegawai), rapat-rapat, daftar hadir dan notulen rapat pembahasan
perbaikan aktivitas dalam pencapaian kinerja.



c. Pengumpulan data kinerja internal dan Pengukuran Kinerja masih
menggunakan Aplikasi MS excel belum memanfaatkan Teknologi
Informasi berupa aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring

dan evaluasi oleh pimpinan SKPD.

3. Melakukan perbaikan dan melengkapi kekurangan data terhadap komponen
Pelaporan Kinerja yang belum memperoleh nilai penuh untuk sub komponen
dengan uraian sebagai berikut :

a. Pelaporan kinerja telah disusun sesuai dengan standar sistematika
penyusunan Pelaporan Kinerja, namun secara substansi penyajian
Pelaporan Kinerja belum menyajikan :

1) BAB Il LK|IP belum menyajikan Rekomendasi terhadap hasil evaluasi
kinerja dan Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi
aknuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

2) BAB Il LKjIP belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja
dengan realiasi kinerja di level provinsi (Benchmark Kinerja).

3) Bab IV LK|IP belum menuangkan Langkah-langkah perbaikan dimasa
mendatang.

b. Agar Informasi dalam laporan kinerja lebih memuat aktivitas-aktivitas
yang bersifat kinerja yang mendukung tercapainya sasaran strategis
OPD dan dimanfaatkan dalam mempengaruhi perubahan budaya kinerja
organisasi (adanya inovasi-inovasi ) dalam mendukung pencapaian
Kinerja organisasi.

c. Agar Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkala pertriwulan
bukan hanya pertahun sebagai bahan reviu untuk perbaikan kedepan.

d. Dokumen Pelaporan Kinerja agar di upload ke website Pemda maupun
website OPD yang dapat diakses oleh publik sebagai bentuk
transparansi atas informasi yang layak di ketahui oleh publik.

4. Melakukan perbaikan dan melengkapi kekurangan data terhadap Komponen
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum memperoleh nilai
penuh untuk sub komponen, sebagai berikut :

a. Agar membuat Pedoman Evaluasi Internal pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan yang berpedoman pada Permenpan RB no 88 Tahun 2021

untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP dan saran
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dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas dilingkungan
Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

b. Agar melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di seluruh unit dan
dilakukan secara berjenjang, dilaksanakan Per Triwulan dan dilakukan
oleh SDM Evaluator yang memadai yang diambil dari masing-masing
bidang yang di buat dalam Surat Keputusan Pimpinan OPD dan telah
mengikuti Bimtek/sosialisasi, pelatihan dll terkait Evaluasi AKIP.

c. Agar Pemanfaatan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana AKsi
dimanfaatkan  sebagai  perbaikan dan  peningkatan  kinerja
(notulen/ laporan evaluasi kinerja dari rapat-rapat internal yang
menyajikan rekomendasi-rekomendasi dari pimpinan satuan kerja yang

perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan kinerja).

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas
kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat sebagai
penerapan manajemen kinerja, kami menghargai upaya Saudara beserta
seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat .

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

j.-W./SE..MM.,CFrA..CGCAE
'NIP. 19650624 198603 1 002

Tembusan Yth:
1. Bupati Kutai Barat di Sendawar
. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di Sendawar

2
3. Bagian Organisasi Kabupaten Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
4. Arsip.




EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
INSPEKTORAT KUTAI BARAT

Nama Satuan Kerja

: DINAS PENDIDIKAN

|[Nama Kepala Satuan Kerja

: RL. BANDARSYAH.,SE. M.,S.,i.,CCMs.,CPNLP

No

Komponen/Sub Komponen/Kriteria

Bobot Instansi

Jawaban" 0 s.d. Nilai
100 (ikuti

petunjuk)

Kualitas

PERENCANAAN KINERJA

30.00 74.86 22.46

1.a

Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

6.00 83.33 5.00

1.b

Dokumen Perencanaan kinerja telah
memenuhi standar yang baik, yaitu untuk
mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang
SMART, menggunakan penyelarasan
(cascading) disetiap level secara logis, serta
memperhatikan kinerja bidang lain
(crosscutting)

9.00 82.87 7.46

Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan

15.00 66.67 10.00

PENGUKURAN KINERJA

30.00 80.33 24.10

2.a

Pengukuran Kinerja telah dilakukan

6.00 60.00 3.60

cc

2.b

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan
dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan
Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang
dan berkelanjutan

9.00 94.44 8.50

2c

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar
dalam pemberian Reward dan Punishment,
serta penyesuaian strategi dalam mencapai
kinerja yang efektif dan efisien

15.00 80.00 12.00

BB

PELAPORAN KINERJA

15.00 80.00 12.00

Terdapat Dokumen Laporan yang
menggambarkan Kinerja

3.00 83.33 2.50

3.b

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi
Standar menggambarkan Kualitas atas
Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/
kegagalan kinerja serta upaya Perbaikan/
penyempurnaannya

4.50 77.78 3.50

BB

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak
yang besar dalam penyesuaian
strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja
berikutnya

80.00 6.00

BB

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INTERNAL

23.00 5.75

4.a

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan

20.00 1.00

4.b

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan secara berkualitas dengan
Sumber Daya yang memadai

7.50 26.67 2.00

Implementasi SAKIP telah meningkat karena
evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
sehingga memberikan kesan yang nyata
(dampak)

dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

12.50 22.00 275
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No Komponen/Sub Komponen/Kriteria Bobot Instansi
Jawaban® 0 s.d. Nilai Kualitas
100 (Ikuti
petunjuk)
| TOTAL NILAI (PREDIKAT) | 100.00 |[eiee i | 64.31 - e
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